Menimbang

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9,
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2021 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 yvang dijabarkan ke dalam Kebijjakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disampaikan Pemerintah Daerah kepada
DPRD;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.

=1

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Smgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



8.

10,

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelelaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);
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14,

15.
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 5235);



20.

21.

22,
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26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Penpelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012
nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Polink (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630;

Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodehkasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);



27,

28.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Ceorona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bag Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun
2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman vyang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
({Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 107);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 [Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menetapkan :

dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Walikota adalah Kepala Daerah untuk Daerah Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yvang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah,

Urusan Pemenntahan adalah kekuasaan pemenntahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraa
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan
vang wajib diselenggarakan oleh semua daerah,

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah
sesual dengan potensi yang dimiliki daerah.



9.

10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.
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18.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib vang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari  ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah vang diakui sebagai pengurang nilai kekavaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vyang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran benikutnya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat vang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah
scbagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua
jenis sumber daya tersebut, sebagani masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.



19. Keluaran adalah barang atau jasa vang dihasilkan oleh
kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinva keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu)
program.

2]1. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
programa tau kegiatan keluaran yang diharapkan dari
suatu kegatan.

Pasal 2

(1) APBD terdini atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pemayaan Daerah.

(2) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 berjumlah
Rp. 2.968.574.058.069,00, terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp, 2.860.863.224.402,.00

Belanjn Dasrah Rp. 2.968.574.058.069,00
Defisit Rp. (107.710.833.667,00)
¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 107.710.833.667,00
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiavaan Netto Rp. 107.710.833.667.00
Sisa Lebih Pembiayvaan Anggaran Tahun Rp. 0,00
Berkenaan
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.
2.860.863.224 402,00 (dua trilliun, delapan ratus enam puluh
milyar, delapan ratus enam puluh tiga juta, dua ratus dua
puluh empat ribu, empat ratus dua rupiah), yang bersumber
dari:

a. Pendapatan Asli;

b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



(1)

(2)

(3)

(4

(5]

(1)

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan secbesar Rp.
1.432.639.685.193,00 (satu trilliun, empat ratus tiga
puluh dua milyar, enam ratus tiga puluh sembilan juta,
enam ratus delapan puluh lima ribu, seratus sembilan
puluh tiga rupiah), yang terdiri dari;

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan;
dan

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah,

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 1.156.408.239.166,00 (satu
trilliun, seratus lima puluh enam milyar, empat ratus
delapan juta, dua ratus tiga puluh sembilan ribu, seratus
enam puluh enam rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.516.700.000,00
(seratus empat puluh lima milyar, lima ratus enam belas
Juta, tujuh ratus ribu rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 11.685.992.811,00 (sebelas
milyar, enam ratus delapan puluh lima juta, sembilan
ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sebelas
rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
119.028.753.216,00 (seratus sembilan belas milyar, dua
puluh delapan juta, tujuh ratus lima puluh tiga ribu, dua
ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.
1.319.207.339.209,00 (satu trilliun, tiga ratus Sembilan
belas milyar, dua ratus tujuh juta, tiga ratus tiga puluh
Sembilan ribu, dua ratus Sembilan rupiah), yang terdiri
gLas;

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar pemerintah,



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.087.348.095.200,00 (satu trilliun, delapan puluh tujuh
milyar, tiga ratus empat puluh delapan juta, Sembilan
puluh lima ribu, dua ratus Sembilan rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
231.859.244.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar,
delapan ratus lima puluh sembilan juta, dua ratus empat
puluh empat ribu rupiah).

Pasal &

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan secbesar Rp.
109.016.200,000,00 (seratus sembilan milyar, enam belas juta,
dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 2.968.574.058.069,00 (dua trilliun, sembilan ratus
enam puluh delapan milyar, lima ratus tujuh puluh empat juta,
lima puluh delapan ribu, enam puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal; dan

c. Belanja tidak terduga.
Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 hurufl a direncanakan sebesar Rp.
2.301.424.533.959,00 (dua trilliun, tiga ratus satu milyar,
empat ratus dua puluh empat juta, lima ratus tiga puluh
tiga ribu, sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah),
yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.



(2]
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(1)
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(3]

Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.045.221.940.830,00
(satu trilliun, empat puluh lima milyar, dua ratus dua
puluh satu juta, sembilan ratus empat puluh ribu,
delapan ratus tiga puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
1.211.726.102.790,00 {satu trilliun, dua ratus sebelas
milyar, tujuh ratus dua puluh enam juta, seratus dua
ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah),

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp. 42.043.188.339,00 (empat
puluh dua milyar, empat puluh tiga juta, seratus delapan
puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh sembilan
rupiahj,

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.433.302.000,00
(dua milyar, empat ratus tiga puluh tiga juta, tiga ratus
dua ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan scbesar Rp.
£43.660.681.695,00 (enam ratus empat puluh tiga milyar,
enam ratus enam puluh juta, enam ratus delapan puluh
satu ribu, enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal bangunan dan gedung,

¢. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pacda ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
85.622.820.489,00 (delapan puluh lma milyar, enamr
atus dua puluh dua juta, delapan ratus dua puluh ribu,
empat ratus delapan puluh sembilan rupiahj.

Belanja modal bangunan dan gedung sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) hurud ¢ direncanakan sebesar
Rp. 157.219.666,839,00 (seratus lima puluh tujuh milyar,
dua ratus sembilan belas juta, enam ratus enam puluh
enam ribu, delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).



(4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) bhuruf d direncanakan sebesar Rp.
383.565.578.022,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar,
lima ratus enam puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh
delapan ribu, dua puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnva sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
17.252.616.345,00 (tujub belas milyar, dua ratus lima
puluh dua juta, enam ratus enam belas ribu, tiga ratus
empat puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.488.842.415,00
{dua puluh tiga milyar, empat ratus delapan puluh delapan
juta, delapan ratus empat puluh dua ribu, emapt ratus lima
belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp. 107.710.833.667,00 (seratus tujuh
milyar, tujuh ratus sepuluh juta, delapan ratus tiga puluh tiga
ribu, enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas
penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 107.710.833.667,00
(seratus tujuh milyar, tujuh ratus sepuluh juta, delapan ratus
tiga puluh tiga ribu, enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya.

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp. 107.710.833.667,00 (seratus tujuh milyar,
tujuh ratus sepuluh juta, delapan ratus tiga puluh tiga
ribu, enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

{2) Pembiayaan netto yang merupakan selisib penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 107.710.833.667,00 (seratus
tujuh milyar, tujuh ratus sepuluh juta, delapan ratus tiga
puluh tiga ribu, enam ratus enam puluh tujuh rupiah).



(1)

(2]

(3

Pasal 14

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya danjatau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah
ini, yvang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam
Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan AFPBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliput:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib,

¢. Pengeluaran daerah wvang verada diluar kendali
Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:



10.

11.
12.

13.

14,

15

16.

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran II1

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VIl

Lampiran VIII

Lampiran X
Lampiran X

Lampiran Xl
Lampiran XIl

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD wyang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD
Dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Progra, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAs dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan,

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
{Multy Years),

Daftar Dana Cadangan, dan

Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 16
Walikota Batam menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang vang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
(4,33,/2020)

Salmn mum dengan aslinya




